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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Perencanaan terpadu pembangunan wilayah pesisir

Perencanaan terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan
mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor perencanaan
pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
Perencanaan terpadu lebih merupakan upaya secara terprogram untuk mencapai
tyuan dengan mengharmoniskan dan mengoptimalkan\ berbagai kepentingan
untuk memelihara lingkungan, keterlibatan mdsyarakat dan pembangunan
ckonomi. Keterpaduan juga diartikan sebagai ~koordinasi antara tahapan
pembangunan di wilayah pesisir dan lautan yang meliputi: pengumpulan dan
analisis data, perencanaan, implerfientas:; dan kegiatan konstruksi (Sorensen, et
al., 1984). Dahuri, dkk .(1996) dan Rustiandi (2003) menyarankan agar
keterpaduan perencanaan/dan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk di pesisir
dan lautan, dilakukanvpada ketiga tataran yaitu: tataran teknis, konsultatif, dan
koordinasi. Pada, fataran tekms, semua pertimbangan teknis, ekonomi, sosial dan
lingkungan-$écara proporsional dimasukkan ke dalam setiap perencanaan dan
pembanguanan sumberdaya pesisir dan lautan. Pada tatanan konsultatif, segenap
aspirasi dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat ataupun yang terkena dampak
pembangunan di wilayah pesisir hendaknya diperhatikan sejak tahap perencanaan
sampai tahap pelaksanaan. Pada tataran koordinasi, disyaratkan perluenya
kerjasama yang harmonis antara stakeholders (pemerintah, swasta, dan

masyarakat).
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Konsep pembangunan wilayah pesisir dan lautan berkelanjutan (PWPLB)
mengacu kepada perpaduan antara prinsip. pembanguan berkelanjutan ke dalam
praktek pembangunan wilayah (Budiharsono, 2006). Lebih lanjut dikatakan
bahwa ada seputuh pilar yang merupakan penopang bagi pembangunan wilayah
berkelanjutan yaitu: (1) Pembangunan sumberdaya alam berkelanjutan
(sustainable natural resources management), (2) Perencanaan partisifatif
(participatory planning and sustainable budgeting), (3) Pemberdayaan ekonomi
rakyat (economic empowerment), (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan
sumberdaya manusia {capacity building and human resodrce development, (5)
Pembangunan sarana dan prasarana (infrastructure” development), (6)
Perlindungan sosial (social protection); (7) Pengembangan tata pemerintahan
vang baik (good governance developiment); (8) Pengembangan demokrasi
substantif inklusif (democration “Substantive inclusive development), (9)
Perdagangan internasional dafi “antar” wilayah (interregional and international
trade), dan (10) Pertahanan Keamanan {(defense and security development).

Kesepuluh pilar beradd dalam satu bingkai seperti Gambar 01,
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Gambar 01. Pilar pengelolaan wilayah pesisir (Budiharsono, 2006)

2.  Pengelolaan wilayah pesisir Secara terpadu dan berkelanjutan

Berdasarkan Djojobroto (1998), bahwa daerah pesisir Indonesia berbeda-beda
menurut kondisi geografis. dan kepéndudukan. Oleh karena itu, tujuan dan
keadaan lokal juga berbéda sehingga setiap rencana akan memerlukan perlakuan
yang berbeda=~Cicin-Sain. (1998) menyatakan bahwa urutan yang terdini dari 10
tahap dapat’direkomendasikan sebagal suatu pedoman perencanaan. Tiap tahap
mewakili suatu kegiatan spesifik atau suatu rangkaian kegiatan yang hasiinya
memberikan informasi untuk tahap-tahap berikut : (1) Tentukan sasaran dan
kerangka acuan, (2) Afurlah pekerjaan, (3) Analisis kesulitan yang ada, (4)
identifikast kesempatan untuk perubahan, (5) Evaluasi kemampuan sumberdaya,
(6) Penilaian alternatif, (7) Ambil pilihan yang paling baik, (8) Siapkan rencana,

(9) Implementasi, dan (10) Penentuan revisi rencana. Kesepuluh tahapan im
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meringkaskan proses perencanaan yang menggambarkan langkah-langkah yang

terlibat dalam perencanaan zona pesisir secara terpadu.

Pengeloiaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan pendekatan
pengelolaan yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan
pemanfaatan secara terpadu, agar tercapai tujuan pembangunan wilayah pesisir
secara berkelanjutan (sustainable), sehingga keterpaduannya mengandung tiga
dimensi ; dimensi sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ¢kologis (Dahuri, et.al.,
1996).  Keterpaduan scktor diartikan sebagai perlunya keordinasi tugas,
wewenang dan tanggung jawab antara sektor atau instansi’ pemerintah pada
tingkat pemerintah tertentu (horizontal integration),danantara tingkat pemerintah
mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan/propinsi sampai tingkat pusat
(vertical integration).

Didasari kenyataan bahwa wilayah pestsir- terdiri dan sistem sosial dan
alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis, maka keterpaduan bidang ilmu
mensyaratkan di dalapi pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan
dengan pendekatan ‘ftetdisiplin ilmu, yang melibatkan bidang ilmu; ekonomi,
ekologi, tekniky, sesiologi, hukum, dan lainnya yang terkait. Oleh karena wilayah
pesisir terdiri dari berbagai ekosiostem (mangrove, terumbu karang, lamun,
estuaria dan lain-lain) yang_ saling terkait satn sama lain, di samping itu wilayah
pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai kegiatan manusia, proses-proses alamiah
yang terdapat di lahan atas (upland areas) maupun laut lepas, kondisi ini
mensyaratkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu

(PWPLT) harus memperhatikan keterkaitan ekologis tersebut.
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Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut bersifat unik dan sangat berbeda
dengan sumberdaya ferresterial, untuk itu diperlukan program pengelolaan
khusus yang disebut dengan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu
(Integrated Coastal Zone Management, {ICZM). ICZM adalah sistim pengelolaan
sumberdaya yang dilakukan oleh pemernntah pada level lokal/ regional dengan
bantuan pemerintah pusat. ICZM berfokus pada pemanfaatan sumberdaya pesisir
berkelanjutan, konservast biodiversitas, perlindungan lingkungan pantai, dan
penanggulangan bencana alam di wilayah pantai. Konsep ICZM (Clark,1998)
diarahkan untuk mewarnai pembangunan wilayah pantai mélatui pendidikan,
pengaturan pengelolaan sumberdaya, dan penilaian\ lingkungan.  Beberapa
instrumen utama ICZM adalah:

a. Peraturan pemerintah tentang perlindiangan’ biodiversitas dan pengendalian
pemanfaatan sumberdaya pesisir.

b. Penilaian lingkungan yang dapat memprediksi dampak dari berbagai kegiatan
pembangunan.

ICZM dipandang, efektif untuk memecahkan berbagai permasalahan
lingkungan yang'melibatkan interaksi daratan-lautan (termasuk persoalan konflik
pemanfaatan ) sumberdaya) melatni tahapan-tahapan proses. penilaian lingkungan.
Menurut Clark (1996) dan Kay (2005) bahwa beberapa persoalan penting yang
dihadapi ICZM adalah sebagai berikut:

a. Deplesi sumberdaya: Demand terhadap sumberdaya pesisir sampai saat ini
dinilai telah melampaui suplai yang tersedia. ICZM menawarkan konsep
sustainable use management untuk menjamin ketersediaan sumberdaya

terbarui (renewable) untuk saat ini dan masa yang akan datang.
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b. Polusi : Polust menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung biologis dan
kualitas area wisata.

¢. Biodiversitas; Konsekuensi dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan
ckonomi adalah tekanan terhadap species yang memiliki mlai etik dan ekonomi
tinggi. Pengaturan melalui kebijakan pemerintah diperlukan untuk melindungi
species yang terancam punah.

d. Bencana alam; ICZM mengintegrasikan perlindungan kehidupan dan
sumberdaya pantai dari bencana alam (seperti; banjir, siklon dan amblesan
tanah) kedalam perencanaan pembangunan,

€. Kenaikan permukaan air laut; Kenaikan permukaan, air laut lebih dari 1 kaki
(30 cm) dalam kurun waktu 100 tahun terakhir yang disebabkan oleh tingginya
konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK)‘di Afmosfer- berpotensi memimbulkan
banjir yang mengancam kehidupar-miasyarakat.

f Abrasi pantai; Abrasi pantai adalah masalah yang mengancam masyarakat
yang tinggal di dekat.bibir pantai. ICZM merckomendasikan pendekatan non-
struktural seperti pénataan kembali paris pantai dan memberikan jarak aman
dari garis paritar untuk semua kegiatan pembangunan.

g. Pemanfaitanlahan; misalnya: untuk industri dan permukiman menimbulkan
dampak negatif terhadap ekosistim pesisir (misalnya: penurunan biodiversitas
karena polusi). ICZM mengantisipasi hal itu dan merekomendasikan solusinya.

h. Hinterlands, ICZM berperan dalam menyusun strategi untuk mengurangi
dampak negatif pemanfaatan lahan hinterlands terhadap sumberdaya pesisir.

i. Landscape, Landscape wilayah pesisir bersifat unik sehingga memerlukan

perhatian khusus untuk melindungi dan untuk menjamin akses masyarakat ke
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wilayah tersebut. Salah satu program ICZM adalah melakukan preservasi
keindahan /andscape pesisir.

J. Konflik pemanfaatan sumberdaya; Wilayah pesisir adalah tempat terjadinya
konflik di antara para pengguna sumberdaya. ICZM menyediakan platform
metodologi resolusi konflik secara internal.

3. Budidaya dalam Keramba Jaring Apung (KJA)

a. Budidaya ikan kerapu

Ikan kerapu adalah jenis ikan laut yang banyak dijadikan komoditas
budidaya, karena memiliki nilai penting di pasar dalam dan [fuaf negeri (Laining ef
al.,, 2003). Hal ini disebabkan faktor tingginya harga jual ikan kerapu sebagai ikan
konsumsi, terutama harga di pasar cksport seperti“di Negara Singapore dan
Hongkong (Trisakti, 2003).

Keramba jaring apung (KJA)~“adalah salah satu teknik budidaya ikan
kerapu yang cukup produktif dan inténsif dengan konstruksi yang tersusun dari
karamba jaring yang dipasang pada rakit terapung di perairan pantai (Sunyoto,
1996). Salah satu keufitungan budidaya ikan kerapu dengan KJA dibandingkan
dengan teknologi, seldin KJA yaitu ikan dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi
tanpa khawatir”akan kekurangan oksigen (Basyarie, 2001). Keuntungan KJA
lainnya ialah hemat lahan, tingkat produkivitasnya tinggi, tidak memeriukan
pengelolaan air yang khusus sehingga dapat menekan input biaya produksi,
mudah dipantau, unit usaha dapat diatur sesuai kemampuan modal, jumlah dan
mutu air selalu memadai, tidak perlu pengolahan tanah, pemangsa mudah

dikendalikan dan mudah dipanen (Sunyoto, 1996).

11
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Budidaya ikan kerapu dengan menggunakan KJA terdin dan serangkaian

kegiatan (Sunyoto, 1996), yaitu:

a) Pemilihan dan penentuan lokasi KJA dengan mempertimbangkan faktor

gangguan alam (badai dan | gelombang besar), adanya predator,

pencemaran, konflik pengguna, faktor kenyamanan dan kondisi hidrografi.

b) Pembuatan disain dan konstruksi KJA dengan mempertimbangkan ukuran,

disain, bahan baku dan daya tahannya, harga dan faktor lainnya.

¢} Penentuan Tata letak KJA dengan mempertimbangkan faktor kondisi

perairan (arus) yang terkait dengan sirkulasi air dalami keéramba, ukuran

keramba (luas dan kedalaman), ukuran mata jaring, jumlah keramba yang

searah dengan arus, jarak antar ke-ramba/dan lama pemeliharaan.

d) Pengadaan sarama budidaya, sepérti kerangka rakit, jaring kurungan,

pelampung, jangkar, keramba).p€nigadaan benih dan tenaga kerja.

b. Budidaya rumputladt

Menurut Mubarak, e’ al, (1990), secara taksonomi rumput laut Eucheuma sp

dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Divisio
Klass
Ordo
Famili
Genus

Species

“Thaliophyta

: Rhodophyceae
: Gigartinales

. Solieriaceae

: Eucheuma

: Eucheuma spinosum, Eucheuma cottonii.

12
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Ciri umum dari genus ini adalah memiliki thallus berbentuk silindris atau
gepeng dengan percabangan berselang dan tidak teratur, mulai dari yang
sederhana sampai pada yang ramit dan rimbun. Warna thallus beragam, mulai dan
warna merah, merah coklat, hijjau-kuning dan sebagainya. Thaltus dan cabang-
cabangnya kasar karena ditumbuhi oleh benjolan-benjolan (blunt nodule) dan
duri-duri atau spines untuk melindungi gametnya. Perbedaan bentuk, struktur dan
asal usul pembentukan organ reproduksi sangat penting dalam perbedaan species.
Substansi thallus menyerupai gel atau lunak seperti tulang rawan (cartilogenous)
(Aslan, 1995).

Habitat dan penyebaran Fucheuma sp pada umumnya terdapat di daerah
pasut (intertidal) atau pada daerah yang selald terendam air (subtidal) melekat
pada substrat dr dasar perairan yang berupa kardng batu mati, karang batu hidup,
batu gamping atau cangkang moluska-{Aslan, 1995, Mubarak, ef al., 1990). Pada
budidaya rumput laut tidak timbul akibat merugikan bagi lingkungan sekitarnya
(fishing environment). .Scbagaimana lazimnya mumput laut, Fucheuma sp
mengambil makanafinya, dari medium di sekitarnya. Melalui proses difusi rumput
laut menyerap\nitrogen, phospor, dan zat hara lainnya yang sebagian besar berasat
dari daratan'dan dengan fotosintesiss diubah menjadi bahan organik yang berupa
jaringan tubuh/thatlus (Ismail, et al., 1995).

Dalam kegiatan budidaya rumput laut, mempunyai beberapa hal yang periu
mendapat perhatian antara lain :
¢. Persyaratan Lokasi

Keberhastan usaha budidaya rumput laut dipengaruhi oleh beberapa faktor

lingkungan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang tepat dan cocok sebagai

13
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tempat budidaya sangat diperlukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

membudidayakan rumput laut di perairan pantai (laut) adalah:

d. Keondisi lingkungan fisik

1) Perairannya cukup tenang dan terfindung dari angin dan ombak yang kuat.

2) Air jermih dan tidak mengandung lumpur, dengan kecerahan air + 1,5 m,
dimana sinar matahari sampai dasar perairan.

3) Lokasi perairan harus mempunyai gerakan air (arus) yang cukup untuk
pergantian air (kecepatan arus 20-40 meter/menit). Arus air berperan dalam
membawa unsur-unsur hara (makanan) vang sangat dibutubkan untuk
pertumbuhan rumput laut. Selain itu, arus juga dapat membersihkan rumput
laut dan kotoran yang menempel dan meryebabkan fluktuasi salinitas dan
suhu sekecil-kecilnya.

4) Ketika terjadi surut terendah, lokdsi tersebut masih tergenang air dengan
kedalaman 10 — 30 cm. Perbedaan pasang surut sebaiknya antara 50-100 cm.
Hat ini untuk menjaga dgartanaman selalu terendam air, sehingga terhindar
dar kerusakan tdnaman akibat sengatan matahari.

5) Substrat harus stabil, dasar perairan terdiri dari campuran karang mati dan
karang kasar.

6) Suhu antara 27 — 30 °C, tidak mengalami perubahan yang tajam. Untuk

keperluan budidaya, perubahan suhu tidak lebih dari 4°C setiap hari.
e.  Kondisi lingkungan biologis

1) Ditempat tersebut secara alami sudah tumbuh rumput laut yang sejenis dengan

yang akan dibudidayakan, walaupun jumlahnya sangat sedikit.
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Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40908.pdf

2) Daerah tersebut bebas dari predator, seperti ikan herbivora, bulu babi

(Euchinotrix spp), landak laut (Diadema spp) dan penyu.

3) Terdapat hewan-hewan lunak lainnya seperti teripang, kerang-kerangan dan
iain-lain yang tumbuh dengan baik.

f.  Kondisi lingkungan kimiawi

1) Dikawasan teluk, tidak terlalu jauh dari sumber air tawar, agar perubahan
salinitas terlalu besar,

2) Salinitas berkisar antara 28 — 34 promil, dengan salinitas optimum dalam 33
promil.

3) Perairan tersebut harus subur, kaya akan unsur4insur’hara sebagai makanan
rumput laut, ditandai dengan banyaknya hewat-hewan yang hidup merayap di
dasar perairan, misalnya teripang, kerang'dan’lain-lain.

4} Derajat keasaman air (pH) air antara. 7,5 - 8,0.

5) Kondisi lingkungan harus\bebas dari bahan pencemar, seperti logam berat,
minyak, sisa pestisidd, dan bahan pencemar lainnya. Rumput laut akan
menyerap bahan' péricemar tersebut dalam tubuhnya, walaupun bahan
pencemar.ini tidak mengganggu pertumbuhannya, tetapi dapat mempengaruhi
mutu rumput laut yang dihasitkan karena dapat berbahaya bagi konsumen

(Tahir, ef al. 1995).

4. Keadaan umum wilayah penelitian
a.  Kualitas perairan

Suhu perairan di pantai Losari berkisar antara 29 — 31°C; salinitas berkisar
antara 20 — 36 %oo0; arus berkisar antara 0,03 — 0,33 m/det; kekeruhan 6 — 64

NTU; PH berkisar antara 7,2G — 9,12; DO berkisar antara 4,4 — 9,6 ppm;, nitrat
15
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berkisar antara 0,23 — 0,53 ppm; phospat berkisar antara 0,24 — 0,48 ppm; dan

kandungan C-organik berkisar antara 0,18 — 1,70 % ( Ramlan 2000). Sedangkan

menurut Umar (1999) kondisi perairan sekitar Pelabuhan Makassar, suhu berkisar
antara 26 — 28 °C; salinitas antara 30 — 35 ppt; pH antara 6,3 — 6,5; kecerahan
antara 2,6 - 3,5 m dan DO antara 3,8 —- 6,8 ppm.

Penelitian Hasbullah (2001) di Pantai Barombong menyebutkan suhu air
berkisar 30— 31°C; kecerahan 40 — 60 %; arus 0,058 — 0,147 m/s dengan arah ke
selatan; salinitas 27 — 31 0/00; pH 7,1 - 8,4; DO 3 ~ 56 ppm; nitrat 0,127 — 0,401;
ammonia 1,013 - 1,351; orto fosfat 0,230 — 0, 326 dan BOT 25012 - 83 424.

Kondisi kualitas air di muara sungai Jeneberang\yaita arus berkisar antara
0,09 ~ 0,50 m/det bergerak dari utara pada pasafig/dan‘pada saat surut bergerak ke
barat-dam tinmur:  Kedalaman peratran ¢ 135 -M53 m (Lamma, 2001). Penelitian
Adnan (1999) mendapatkan kondisi suliu'bérkisar antara 25 — 28°C; salinitas 25 —
38 ppm; pH 7,4 - 8,1, kekeruhan2 - 13 NTU, kandungan NO(3) 0,17 -2, PO(4)
0,01 —0,57; dengan substsat pasir dan lempung berpasir.

Hasil Penelitian/Nypah (2003) dilaporkan bahwa kualitas air buangan yang
melalui saluran Utama kota yang bermuara pada Pantai Losari, meliputi:

1) Konsentiasi'logam berat Cu/Tembaga pada air buangan yang berkisar 0.0078
—0.0317 mg/l ; Pb/Timbal yang berkisar antara 1,4 -1,6 mg/l; Fe (besi) pada
air buangan yang berkisar antara 0,20 — 1,20 mg/] sedangkan untuk logam Hg
tidak terdeteksi pada seluruh stasiun sampling. Hal ini mengindikasikan telah
terjadi pencemaran logam berat Cu, Pb, dan Fe terhadap limbah cair Kota
Makassar yang melalui saluran buangan wtama yang bermuara pada Pantai

Losar.
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2} Padatan tersuspensi {(suspended solid) yang terkandung pada air buangan
tersebut berkisar 320-690 mg/1, dengan suhu air berkisar antara 29-30 °C serta
derajat keasaman (pH) berkisar antar 6.38 - 6.58, Secara fisik kondisi limbah
cair Kota Makassar yang melalu: saluran buangan utama yang bermuara di
Pantai Losari telah mengalami pencemaran berat, terutama oleh padatan
tersuspensi.

3} Kadar oksigen terlarut (DO} berkisar antara 0,64 — 1,28 mg/l dan pada
beberapa stasiun tidak terukur. Sedangkan untuk BOD yang terukur sekitar
0,72 mg/l dan konsentrasi COD berkisar antara 82 { 92 mg/! konsentrasi
Nitrat (NO;) berkisar antara 0.997-1.184 mg/l, “konsentrasi phospat (PO,)
berkisar antara 5.3 — 8.506 mg/l. Dari hasil analisis kualitas kimiawi limbah
cair mengindikasikan terjadinya pencefmaran’sedang sampar berat:

4) Kandungan Coli form & Coli tinja-yang ditemukan pada air buangan tersebut
mencapai 2.400.000 / 106 ml" sampel, hal ini menunjukkan telah terjadi
pencemaran berat Coli form dan Coli tinja

3) Secara keseluruliar hinbah cair Kota Makassar yang melalui saluran buangan
kota yang.bermuara pada Pantai Losari memiliki potensi yang sangat besar
dalam pencemaran Pantai Losari Makassar dan penurunan kualitas
lingkungan baik secara fisik, kimiawi maupun biologis terhadap ekosistem di

Pantai Losari.

b.  Oseanografi

Arus susur pantai Kota Makassar dibangkitkan oleh ombak yang datangnya
menuju arah barat daya hingga barat dan membentuk sudut terhadap garis pantai.

Adapun akibat sudut datang ombak yang miring tersebut berakibat arus susur
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pantai yang arah dan pengaruhnya relatif ke arah utara. Selain arus pantai, arus
tolak pantai juga terbangkit setelah ombak laut melepaskan energinya terhadap
bibir pantai, kemudian arus tolak pantai ini berkerja mengaduk material tepi
pantai secara sinambung. Menurut Direktorat Pesisir dan Lautan Departemen
Kelautan dan Pentkanan (2005), arus air mengalir sejajar dengan garis pantai
dengan laju arus berkisar 0,22 hingga 0,40 m/detik. Lebih lanjut disimpulkan
bahwa (1) arah arus selama pasang dan surut sejajar dengan garis pantai, (2} laja
arus pasang surut (utara — selatan) berkisar antara 0,46 — 0,48 m/detik sedangkan
laju arus pasang naik (selatan — utara) berkisar antara 0,38 4 0,55 m/detik, (3) laju
arus utara — selatan lebih besar daripada iaju arus selatan — tara.

Sebaran sedimen diketahui dengan mengaCu‘pada debit Sungai Jeneberang,
yaitu artara 238,8 — 1,152 mi3/detik dengdn debit rata-rata tahuman sebesar 33,05
m3/ detik dengan kadar lumpur yang-t€rbawa antara 25 — 200 gr/liter. Pengaruh
perkembangan sedimentasi ini’ berdampak pada daerah sekitar Tanjung Bunga
relatif ke arah barat laut hingga utara. Namun mengingat berfungsinya DAM Bili-
Bili sebagai alternatif‘pembendungan muatan sedimentasi, diperkirakan muatan
sedimentasi mehuju muara akan menurun hingga 0,2 x 106 m/tahun atau
seperempat kali'volume semula.

Sebaran sedimen yang lain datang dari Sungai Tallo dengan debit alir
143,07 liter/detik. Kecepatan sedimentasi Sungai Tallo yang bermuara di
Pelabuban Paotere berkisar antara 29,6 — 76,1 cm dengan rata-rata kecepatan
sedimentasi 52,85 cm/tahun. Lambatnya kecepatan aliran Sungai Tallo dengan
laju sedimentasi vang cukup tinggi, menimbulkan kecenderungan mengal—an_ﬁ

perubahan alur membentuk meander. Ditambah dengan kondisi kemiringan yang
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landar (1/10.000) dan pasang surut air laut yang dapat menjalar hingga jarak 20
km, maka kecepatan sedimentasi seperti i1 menjadi rawan bagi daerah Pelabuhan

Paotere, pemukiman termasuk Kawasan Industri Makassar.

C. Kondisi fisik

1)  Geologi pantai

Secara umum, bentuk lahan Kota Makassar cukup unik dengan bentuk
menyudut di bagian utara, sehingga mencapai dua sisi pantai yang saling tegak
lurus di bagian utara dan barat. Di sebelah utara kawasan pelabuhan hingga
Sunga: Tallo telah berkembang kawasan campuran terthasuk” armada angkutan
laut, perdagangan, pelabuban rakyat dan samudera, Sebagian rawa-rawa, tambak
dan empang dengan perumahan kumuh hingga$edang. Kawasan pesisir dari arah
tengah ke selatan berkembang menjadi pusat kota dengan beragam fasilitas
perdagangan, jasa pelayanan, dan rekreasi hunian. Di bagian selatan telah
berkembang kawasan sub pusab kota dengan fasilitas perdagangan, pendidikan,
pemukiman, fasilitay rékreasi dan resor yang menempati pesisir pantai
membelakangi laut. yvang menggunakan lahan hasil reklamasi pantai.

~ Realitas\tersebut di atas menjadikan beban Kawasan Pesisir Kota Makassar
saat ini dan’dimasa mendatang akan semakin berat terutama dalam hal daya
dukung dan kondisi fistk lahan termasuk luasnya yang terbatas. Ditambah lagi
pertumbuhan dan perkembangan penduduk sekitarnya yang terus berkompetisi
untuk mendapatkan sumberdaya di dalamnya.

Secara geografis kawasan pantai Kota Makassar memanjang dengan posisi
utara-selatan sepanjang 6 (enam) km. Di sepanjang pantai dijumpai pendangkalan

delta dan lidah pasir yang terbentuk akibat proses sedimentasi dari Sungai
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Jeneberang. Delta tersebut berada di antara dua saluran sungai yang bermuara di
taut, sedangkan lidah pasimya berkembang ke arah utara sampai ke Pantai Losari
Makassar. Berdasarkan perkiraan yang ada, di kawasan Pesisir Pantai Kota
Makassar berlangsung proses erosi yang tidak konstan. Hal ini terlihat dari
terbentuknya garis pantai yang berkelok-kelok. Proses ini juga sudah tentu
dipengaruhi oleh resistensi batuan, batuan struktur batuan, garis pantai, dan energi
yang menerpanya. Terdapataya pulau-pulau karang sepanjang bagian barat Pantai
Makassar memberikan indikasi bahwa Pantai Makassar merupakan pantai primer.
Tampak pula bahwa dominasi energi yang datang dari daratan lebih kuat daripada
yang datang dari lautan, hal ini ditunjukkan dengan adanya proses sedimentasi

yang lebih besar dari sungai yang bermuara di ldut

2) Batimetri dan hidrografi

Kedalaman perairan pantai Kota Makassar di sekitar dermaga Soekarno-
Hatta menunjukkan kedalamhan yarnig bervariasi antara 9 — 17 m yang secara umum
di bagian utara cendefunig menjadi lebih dalam, dengan garis kontur sejajar garis
dermaga. Daerati-laut yang terdalam terdapat pada jarak 650 m dari dermaga
dengan kedalaman hingga 17 m. Di sekitar sungai Jeneberang secara umum
memperlihatkan topografi yang landai dengan kemiringan lereng 0 — 15° dengan
kedalaman 0 - 20 m sepanjang 750 m ke arah laut, Perairan yang tepat berada di
depan muara Sungai Jeneberang mempunyai kemiringan lereng 30 — 40° dengan

kedalaman 0 — 20 m.

Kota Makassar berada di antara dua daerah aliran sungai, yartuw DAS

Jeneberang dan DAS Tallo. Karakteristik kedua DAS ini adalah sebagai berikut:
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a) DAS Jeneberang: Luas DAS adalah 727 km’ dan panjang sungai utama
adalah 75 k. Debit maksimum dan minimum dan DAS ini masing-masing
adalah 2800 m*/det dan 4,5 m’/det.

b)  DAS Tallo: Luas DAS adalah 418,6 km” dan panjang sungai utama adalah

70,5 km. Debit maksimum dan minimum dari DAS ini masing-masing

adalah 775 m*/det dan 0,7 m*/det.

Sungai Jeneberang berperan dalam memasok air untuk keperiuan pertanian
dan bahan baku untuk air minum, sedangkan Sungai Tallo lebih berperan sebagai
tempat pembuangan air dari sejumlah kanal/saluran dan sungai-sungai kecil yang

mengalir di dalam kota.

3) Morfologi pantai

Proses vang sedang berlangsung~disepanjang Delta Jeneberang sangat
dipengaruhi oleh berkurangnya suplai sedimen karena pembangunan DAM
Serbaguna Bili-Bili dan sejumlah DAM-DAM pendukungnya, sementara aris-
arus pantai terbangkit seperti sediakala terutama pada saat angin berhembus dan
arah barat daya\dam barat laut. Hal int mengakibatkan perubahan keseimbangan
pantai akibat perubahan suplai sedimen dan laju pengangkutan sedimen oleh arus-
arus dekat pantai, sehingga di sepanjang pantai ke utara hingga l.osari terjadi

pendangkalan dan di tempat lain terjadi penggerusan di sekitar pantai {erosi).

4) Pola Angin

Mintakat tepian pesisir merupakan ekotone (inferface) antara lithosfera,
hidrosfera, dan atmosfera, atau sebagai ruang bagi keberlangsungan dinamika

interaksi ketiga sfera tersebut vyang senantiasa menuju pada keadaan
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keseimbangannya. Di lain pihak kenyataan menunjukkan bahwa dar waktu ke
waktu secara alami. ketiga komponen. tersebut tidak akan berada pada keadaan
tunak, sehingga keseimbangan mintakat tepian tersebut selalu berubah di antara
titik-titik dalam suatu dimensi perpaduan ruang-waktu. Kenyataan ini jelas
berlaku pula bagi mintakat tepian sepanjang pantai Losari. Sepanjang waktu dari
musim ke musim dengan bergantinya arah angin, maka berganti pula arah
hempasan ombak yang berakibat pada pergantian pela perkembangan dan
penyusutan hamparan.
5) Gelombang

Di sepanjang pantai Losari ombak pada umumnya membentuk pola sesuai
arah angin. Ombak cenderung dari arah Barat Paya.kémudian terefraksi hingga
sepanjang pantai Losari-dengan tegak luris arali‘normal pantai. Mintakat tepian
hamparan delta Jeneberang menghadap-Ke arah Barat, schingga pada musim barat
mintakat ini menerima hempasan, ombak yang terbangkit oleh hembusan angin
yang dominan dari arahs Barat’ Daya, Bamat, dan Barat Laut. Ombak yang
terbangkit oleh angin/yang datangnya dari arah Barat dan Barat Daya akan
menginduksi arus\susur pantai ke arah utara, sebaliknya ombak yang terbangkit
oleh angin yang-datangnya dari Barat Laut akan menginduksi arus susur pantai ke
arah Selatan. Walaupun demikian arus susur pantai ke arah utara lebih dominan
dibandingkan dengan arus susur pantai ke arah Selatan. Hal im dapat-menjelaskan
fenomena pengangkutan sedimen yang dominan ke arah utara. Ruas pantai
Tanjung Bunga diprediksikan akan selalu mundur karena sudah tidak mendapat
suplai sedimen dari muara utara Sungai Jeneberang yang sudah tertutup. Sedimen

yang disebabkan oleh erosi pantai secara perlahan akan terangkut ke utara
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kemudian membelok ke arah Teluk Losari. Proses ini dapat menyebabkan

pendangkalan Teluk Losari secara periahan-lahan.

6) Klimatologi

Keadaan iklim Kota Makassar termasuk iklim tropis yang panas dan lembab
yang menurut Koppen termasuk tipe Ama. Suhu udara berkisar antara 26,3°C
hingga 33,3°C pada periode 1997 hingga 1998. Bulan Mei hingga November
merupakan periode lama penyinaran matahari (>80%) dibandingkan bulan-bulan
lainnya, hal ini mengindikasikan tingkat penguapan air permukaan yang tinggi
schingga berakibat tingkat tckanan udara meningkat «dengan rata-rata 1010
milibar.

Kota Makassar merupakan daerah yangberiklim tropika basah (Am),
ditanda: dengan jumilah hujan pada bulan-bulan basah dapat mengimbangi
kekurangan hujan pada bulan kering. Curah hujan rata-rata bulanan dari tahun
1990 sampai 2000 berkisar di antara 13-677 mm dengan curah hujan tertingg:
pada bulan Januari dan t€fenddh pada bulan Juli. Jumlah rata-rata hari hujan setiap
bulan antara 2-22 hati, Periode dengan tingkat curah hujan tinggi terjadi mulai
bulan Nopember sampai April (>100 mm), curah hujan sedang terjadi pada bulan
Mei (60-100 mm), sedangkan periode dengan tingkat curah hujan rendah mulai

dari bulan Jum sampai Oktober (<100 mm).

B.  Definisi Operasional
1. Konsep dan definisi pengelolaan wilayah pesisir

Pengelolaan wilayah peisir secara terpadu (Integrated Coastal Zone
Management /ICZM) merupakan sebuah wawasan baru dengan cakupan yang

luas, schingga dikatakan sebagai cabang ilmu baru bagi masyarakat dunia.
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Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan (environmental
services) yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara melakukan penilaian
menyeluruh (comphrehensive assessment) tentang kawasan pesisir serta
sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan
tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan dan mengelola
segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan
berkelanjutan. Proses pengelolaannya dilakukan secara kontinyu dan dinamis
dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta aspirasi
masyarakat pengguna kawasan pesisir serta konflik kepentingan dan konflik
pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan vang tersedia,
2.  Batasan wilayah pesisir

Terdapat suatu kesepakatan unmum‘di ‘doma bahwa pesisir adalah suatu
wilayah peralihan antara daratan dan-lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai
(coastline), maka suatu wilayali pesisit memiliki dua kategori batas (boundaries),
yaitu: batas yang sejajar, gans- pantai (Jongshore) dan batas yang tegak lurus
dengan garis pantai\{¢rosshore) (Gambar 02.). Untuk kepentingan pengelolaan
batas-batas wilayah ‘pesisir dan laut yang sejajar dengan garis pantai relatif
mudah. «Akzan tetapi penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang tegak lurus
terhadap garis pantai, sejauh ini masith berbeda antara satu negara dengan negara
lain, hal 1m dapat dimengerti sebab suatu negara memhki karakteristik
fingkungan, sumberdaya dan sistem pemerintahan tersendini (Pemetta dan
Milliman, 1995 dalam Bengen, 2001),

Menurut Bengen (2001), wilayah pesisir didefimsikan sebagai wilayah

dimana daratan berbatasan dengan laut; batas di daratan meliputi daerah-daerah
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yang tergenang dengan air maupun yang tidak tergenang air yang masih
dipengaruhi proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, intrusi garam,
sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses
alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalinya air tawar ke laut yang

dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan.
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Gambar 02. Batasanwilzyah pesisir (Sorensen dan Mc Creary, 1990)

3. Kerangka daiam analisis kebijakan

Analisis "kebijakan merupakan sebuah disiplin ilmu sosial terapan vang
menggunakan berbagai metoda penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan
memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingpga dapat
dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah
kebijakan (Dunn, 1999).

Kebijakan di definisikan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam

Jones (1996) sebagai suatu “keputusan tetap™ yang dicirikan oleh konsistensi dan
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pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dan
mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Terlihat bahwa Eulau dan Prewitt
memandang kebijakan sebagai istitah yang sangat dinamis, dimana kebijakan
vang terlihat pada saat tertentu adalah salah satu tingkatan atau tahapan dan
serangkaian peristiwa pengembangan kebijjakan tersebut. Kebijakan adalah dasar
bagi pelaksanaan kegiatan atau pengambilan keputusan. Suatu keputusan menurut
Eulau dan Prewitt dalam Dunn (1999) adalah suvatu pilihan terhadap berbagai
altemmatif yang bersaing mengenai sesuatu hai. Kesulitan memperoleh informas:
yang cukup serta bukti-bukti yang sulit dibuktikan merupakan salah satu faktor
yang menyebabkan sulitnya pengambilan keputusan (kebijakan).

Suatu kebijakan dirumuskan untuk menyaring dan memitih tuntutan yang
harus dipenuhi datam waktu bersamaan, témtamia disebabkan jumlah dan kualitas
sumberdaya yang terbatas. Jika kebijaKah merupakan upaya memenuhi tuntutan
atau kebutuhan sekelompok aktor atau pelaku, maka di pihak lain, hal ini berarti
bahwa kebijakan mengorbankan kebutuhan sekelompok aktor yang lain. Bahkan
seringkali sekelompok , aktor yang lain menjadi korban dalam arti yang
sesungguhnyay, “karena mercka mengorbankan sumberdaya tertentu bagi
pelaksanaan kebijakan tetapi tidak memperoleh manfaat apapun darinya.

Untuk itu pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan akan lebih
mudah menggunakan suatu model tertentu. Model kebijakan (policy model)
adalah sajian yang disederhanakan mengenai aspek-aspek terpilih dan situast
problematis yang disusun untuk tujuan-tujuan khusus. Model-model kebijakan
tersebut yaitu model deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolik,

mode] prosedural, mode! pengganti dan model perspektif. Dari semua model yang
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dikenal dalam perumusan kebijakan tak ada satupun model yang dianggap baik,
karena masing-masing model memfokuskan perhatiannya pada aspeck yang
berbeda. Menurut Jay Forsrester dalam Dunn (1999) bahwa persoalannya tidak
terletak pada menggunakan atau tidaknya suatu model, melainkan persoalannya
tertetak pada pemilihan di antara berbagai alternatif.

Dalam kaitannya dengan analisis kebijakan pembangunan perikanan dengan
pengelolaan sumberdaya perikanan, maka model kebijakan yang dianggap paling
mendekati adalah model prosedural. Menurut Dunn (1999) model prosedural ini
menggunakan serangkaian prosedur sederhana untuk ménufjukkan dinamika
hubungan diantara variabel-variabel yang dipercaya memberikan ciri pada
masalah kebijakan. Predikst dan pemecahan optimal dicapai melalui simulasi dan
penetusuran kendala satnan-satoan hnbungam yarfg mungkim.

Salah satu bentuk paling sedethdria dan model prosedural adalah pohon
keputusan. Pohon keputusan berguna’untuk membandingkan estimasi subjektif
mengenai akibat-akibat yang mungkin dari berbagai pilihan kebijakan dimana ada
kondisi terdapatnya<keSulitan untuk memperhitungkan resiko dan ketidakpastian
dengan dana yang ada.

Pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan barus didukung
sumberdaya manusia yang tangguh, modal, teknologi dan informasi. Pengelolaan
sumberdaya perikanan wilayah pesisir tersebut dihadapkan pada tantangan-
tantangan yang timbul karena faktor-faktor yang menyangkut perkembarngan
penduduk, perkembangan sumberdaya dan lingkungan, perkembangan teknologi

pada ruang lingkup nastonal dan internasional.
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Alasan inilah yang menyebabkan para pengambil keputusan harus
mengembangkan suatu cara untuk mengevaluasi sumberdaya tersebut. Pendekatan
yang luwes, ekstensif dan efisien untuk evaluasi adalah melalui analisis proses
hierarki (unafysis hierachy procesy) dalam kerangka manfaat dan biaya.

Dunn (1999) menjelaskan bahwa analisis kebijakan tidak membatasi din
pada pembangunan dan pengujian teori-teori deskriptif umum, misalnya pada
politik dan sostologi mengenai elit-elit pengambil kebijakan, atau pada teori-teont
ekonomi mengenai faktor-faktor yang mempengaruht tingkat pembelanjaan
publik. Analisis kebijakan menerobos pagar disiplin tradisional yang hanya
menjelaskan keajegan-keajegan empiris dengan tidak hanya'menggabungkan dan
memindahkan isi dan metoda dari beberapa disiplin; tetapi juga menghasilkan
informasi yang relevan dengan kebijakan “yang dapat dimanfaatkan untuk
memecahkan masalah pada tingkat pelitik khusus. Lebih dan itu, tujuan analisis
kebijakan lebih dani sekedar ‘menghasilkan fakta-fakta; seorang analis juga
berusaha menghasilkan informasi mengenai nilai-nilai dan arah tindakan yang
lebih baik. Dengan ‘demikian analisis kebijakan meliputi baik evaluasi kebijakan
maupun anjuran kebyakan.

Sekalipun’ tindakan kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk mencapa
tujuan-tujuannya, tidak selalu tindakan tersebut dapat mewujudkan semua
kehendak kebijakan. Disamping disebabkan lemahnya daya-antisipasi para
pembuat kebijakan maupun pendisain program dan proyek, terganggunya
implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan dimungkinkan
juga karena pengaruh berbagai kondist hngkungan yang tidak teramalkan

sebelumnya. Oleh karema itu, agar tuuan kebijakan tercapai perlu diketahui
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penyebab kegagalan tersebut. Untuk kepentingan inilah evaluasi kebijakan
dilakukan dalam suatu kerangka yang analitis (Wibawa et. al., 1994).

Masalah kebijakan merupakan nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum
terpenuhi, tetapi vang dapat diidentifikasikan dan dicapai melaiui indakan publik.
Informasi mengenai sifat masalah dan potensi pemecahannya, seperti vang telah
dijelaskan d1 atas, dihasilkan melalui penerapan prosedur analisis kebijakan dalam
perumusan masalah. Oleh karena itu, Dunn (1999) menjelaskan bahwa masalah
kebijakan merupakan tahap paling kritis dalam analisis kebijakan. Dengan
demikian dapat dipahami bahwa analisis yang dilakukan terhadap suatu kebijakan
pada hakekatnya adalah merumuskan, mengevalusi_dan menciptakan alternatif
perbaikan terhadap masalah yang timbul dalam&uatu kebijakan. Dengan kata lain
tidak seluruh aspek kebijakan yang har@s digmalists, nammun tergantung pada
permasalahan yang berhasil dirumuskan:

Salah satu karakteristik”penting dari metoda analisis kebijakan adalah
hubungan hierarki mereka,“fidak’ mungkin menggunakan suatu metoda sebelum
metoda yang terletak di atasnya digunakan. Pendekatan normatif dalam analisis
kebijakan perlu‘menyertakan baik premis faktual maupun premis nilai. Hanya
pendekatan empins dalam analisis kebijakan yang pada dasamnya bersifat bebas

nilai. Hierarki metoda analisis kebijakan dilukiskan seperti pada Gambar 03.
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PENYIMPULAN PRAKTIS 1

(Practicai Inference)

Gambar 03. Hirarki dalani'metode analisis kebijakan (Dunn, 1999)

Selanjutnya setelah”™ miasalah-masalah kebijakan dirumuskan, maka
dilakukan langkah evahaatif untuk mendapatkan informasi mengenai nilai atau
harga dari kebijakan masa lalu dan di masa datang. Untuk itu dapat dilakukan

evaluasi dengan berbagai metoda penelitian sosial yang tersedia.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian
1.  Tempat dan waktu penelitian

Whlayah penelitian secara ckologis meliputi wilayah DAS Jeneberang dan DAS
Tallo yang berada di hulu dan kawasan pulau-pulau kecil (PPK) Makassar, meliputi
P. Lae-Lae, P. Kayangan, P. Samalona, P. Kodingareng (Loiipo, P. Kodingareng
Caddi, P. Barrang Lompo, P. Barrang Caddi dan P. Bohe Tambung. Lokasi penelitian
(Gambar 04) terletak antara 119°24°17°38” Buyur“Timur dan 5°8’6’9” Lintang
Selatan yang berbatasan dengan Kabupatén Padgkep di sebelah Utara, Kabupaten
Maros disebelah Timur, Kabupaten Gowa di sebelah Selatan dan Selat Makassar di

sebelah Barat. Penelitian dilakukanmutai Januari sampai dengan Juni 2011.
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Gambar 04. Lokasi penelitan di wilayah pesisir Kota Makassar
2.  Rancangan Penelitian
Metode yang digunakan dalamypenelitian ini adalah metode deskriptif melalui
studi kasus dengan menggunakan soft system methodology dan hard system
methodology. Pendekatan Rapfish dengan menggunakan teknik Mufti Dimensional
Scaling (MDS) digunakan untuk merumuskan kebijjakan pengembangan kawasan

budidaya lant.
B.  Populasi dan sampel

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer-dan data sekunder-
Data Primer diperoleh dengan cara observasi langsung di lapangan/lokasi penelitian,
diskusi, wawancara tangsung dengan pakar dan stakeholder dan pengisian kuesioner

oleh stakeholder di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara
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menulusuri berbagai sumber seperti hasil penelitian dan dokumen ilmiah dari instans;

terkait,
C. Instrumen Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data
sekunder. Data primer bersumber dari responden oleh para pihak yang terkait dengan
pengelolaan kawasan pesisir, sedangkan data sekunder bersumber darj penelusuran

dokumen. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain-

1. Dimensi ekologi: oksigen terlarut, kesesualan peraizan)\fosfat, nitrat, curah hujan,
daya dukung keramba Jaring apung, produkfivitds usaha perikanan, dasar
perarran, daya dukung pariwisata bahafi, dayd dukung budidaya rumput laut,

salinitas, suhu, pH dan logam berat.

2. Dimensi ekonomi: tingkat ketergantungan konsumen, Kelayakan usaha industri
perikanan, konstribusi” sektor perikanan terhadap PDRB, Jenis komoditas
unggulan, kelayakandsaha perikanan, penyerapan tenaga kerja budidaya rumput
laut, penyerapan tenaga kerja KJA, tingkat keuntungan KJA, besarnya modal

usaha, Zonasi peruntukan 1ahan.

3. Dimensi Kelembagaan: keberadaan Balai Penyuluh Perikanan, ketersediaan
lembaga sosial, keberadaan lembaga kevangan mikro, keberadaan lembaga
kelompok perikanan, tingkat kepatuhan masyarakat, pelaksanaan pemantauan,

pengawasan dan pengendalian, singkronisasi kebijakan pusat dan daerah,
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pemegang kepentingan utama, Ketersediaan peraturan pengelolaan sumberdaya

secara formal.

4. Dimensi sosial budaya: memiliki nilai sejarah, seni dan budaya, akses
masyarakat dalam kegiatan perikanan, pola hubungan masyarakat dalam kegiatan
perikanan, pengetahuan lingkungan, jumlah lokasi potensi konflik pemanfaatan,
pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perikanan, ketergantungan pada
pertkanan sebagai sumber nafkah, tingkat pemyerapan (tenaga kerja, tingkat

pendidikan,

D.  Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang adalah ‘murposive sampling. Pada teknik ini,
sampel berdasarkan pertimbangan-peftimbargan yang didasarkan pada kebutuhan

penelitian,

E. Metode Analisis Ddta

Analisis kebijakatt” dilakukan dengan melalui review kebijakan dalam
pemanfaatan dan.pengeloaan wilayah pesisir secara terpadu baik di tingkat nasional,
regional rhaupun kebijakan yang bersifat sektoral (Dunn 1994 dan Saaty 1998).
Berdasarkan hasil analisis ini ditentukan tingkat keterpaduan dari masing-masing

kebijakan yang sudah dikembangkan dalam keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir.

Penilaian keberlanjutan pengembangan budidaya laut berdasarkan atas hasii
analisis pada dimensi ckologi, teknologi, sosial ekonomi dan kelembagaan. Nilai

indeks pada setiap dimensi tersebyt mencerminkan keberlanjutan pengembangan
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budidaya laut di daerah studi, dengan menggunakan reference dari bad (buruk)
sampai good (baik) dalam selang 0 — 100. Selang indeks tersebut yaitu selang < 24 9
dalam status buruk, selang 25 ~ 49,9 dalam status kurang, selang 50 - 74,9 dalam
status cukup, dan selang > 75 dalam status baik {modifikasi Kruskal dalam Jhonson

dan Wichern, 1992).

Analisis keberlanjutan pengembangan budidaya laut dilakukan dengan
pendekatan Rap-Insus-Aquaculture (Rapid Appraisal Index of Sustainability for
Aguaculture). Pada prinsipnya pendekatan Rap-Insus-sAQUACULTURE  adalah
pencrapan Rapfish. Ada beberapa tahapan yang dil@kakan dengan pendekatan ini,

yaitu seperti pada Gambar 05,

r - Ekologi

Penentvan\Atribut Ekonomi
Kelembagaan
Sosial ekonomi

A
Penilaian Atribut .| Analisis Ordiasi
Berbasis MDS
Penyusunan Indeks
Keberlanjutan

Gambar 05. Tahapan analisis Rap-Insus-AQUACULTURE (Modifikasi; Arifin,
2008)

Untuk settap atribut pada masing-masing dimensi diberikan skor yang

mencerminkan kondisi keberlanjutan dari dimensi yang dikaji. Rentang skor
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ditentukan berdasarkan kriteria yang dapat diteinukan dari hasj] pengamatan lapangan
dan analisis data sekunder. Rentang skor berkisar 0 - 4, tergantung pada keadaan
masing-masing atribut, yang diartikan mulai dari bungk sampa: baik, Nilai burak
mencerminkan kondisi yang paling tidak menguntungkan bag